
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 94 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBE TUKAN, SU UNAN ORGANISASI, TUGA DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATI KA 

Menim bang 

Mengin a t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

b wa 
Pe 

BUPATI TA IKMALAYA, 

untu melaksanaka 
Bupati Tasikmalaya 

ketentu asal 9 4 ayat (3) 
omor 39 Tahun 2 2 1 tentang 

u dukan, Susun rganisasi, gas a s i Perangkat 
Daer~ . , pe u m en tap an Pe a ur u pa ti te n tang 
Pembentu us nan Org isasi, u gas F u gsi serta 
Tata KeIja nit Pel sana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan 
Be otor pa a Dina s Pe ub n an, omun ik a si dan 
In forrnatika; 

Undang-Undan Nomor 14 Tahun 19 50 tentang 
Pembe tuk n Daerah -Daerah Kabu paten dalam Lingkungan 
Pr pin . Dj wa Bara t ( e ri ta Negar Rep b lik Indonesia 
Tahun 19 50) , e ba ai mana telah di bah e ngan Undang-

nda ng omor 4 Tahu 1968 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Ka upa ten Su bang dengan 

en ba ll Undan -Un dang No or 14 Tahu n 19 50 tentang 
Pem ent kan Daerah-Daerah Kab pate dalam Lingkungan 
Pro ·nsi Djawa a (Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Tahun 19 6 8 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indon s ia Nom or 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 5587) , s ebagaimana telah diuba h 
beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 



Menetapkan 
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tamba ha n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Dae rah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No r 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daera h (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikrnaia Tahun 
20 16 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya N mor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pem erintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3 ); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta s ikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kaIi, terakhir dengan Peratu ran Daerah Kabupaten 
Ta sikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
a ta s Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pemben tukan dan Susun an Perangkat 
Daerah (Lembaran Daera h Kabupate n Tasikmalaya Tahun 
202 1 Nomor 3) ; 

7 . Peraturan Bupa ti Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangka t Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2021 
ten tang Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 62); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN 
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ 1 

DaJa m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adaJah Daerah Kabupaten TasikmaJa ya. 
2. Bupati adaJah Bupa ti Tasikmalaya. 
3. Dinas adaJah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

TasikmaJaya. 
4. KepaJa Dinas adaJah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

lnformatika Kabupaten Tasikmalaya. 
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disingkat UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ada lah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas 
Perh ubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten TasikmaJaya. 

6. KepaJa Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kep a UPTD 
adaJah KepaJa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor 
pada Dinas Perhubungan, Kom unikasi dan Informatika a bupaten 
TasikmaJaya. 

7. Kelom pok Jabatan FungsionaJ adalah j a batan pegawai negeri sipil yang 
mela k sanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pad a keahlian danl a tau keterampilan tertentu yang bersifat m andiri . 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

PasaJ 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan 
Kelas A pada Dinas Perhubungan, Komun ikasi dan Informatika 
Ta sikmalaya . 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan 

PasaJ 3 

Bermotor 
a bupaten 

(1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 2 
merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas daJam pengelolaan 
pengujian kendaraan bermotor. 

(2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepa da KepaJa Dinas. 
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Bagian Kedua 
Tugas 

Pasal4 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam 
operasional dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 

Bagian Ke tiga 
Fungsi 

Pasal5 

Dalam mela k sanakan tuga s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD 
Pen gujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : 
a. e laksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pengujian ke n aan 

berm otor; 
b . pe laksanaan pen gelolaan, pengatura n dan pem eliharaan sarana p ra sarana 

dan pe ralatan pen gujian kendaraan bermotor. 
c. pe laksanaan urusan kesekre ta riatan ; dan 
d . pe laksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Din as . 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAlAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susu nan organisa si UPTD Pen gujian Kendaraan Bermotor terdiri at s: 
a . Kepala UPTD; 
b. Su bbagian Ta ta Usaha; dan 
c . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 
sebagaimana d im a ksud pa da ayat (1 ) tercantum dalam Lampiran . 

Bagian Kedu a 
Kepegawaian 

Paragraf 1 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 7 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupa ti atas usul Kepala Dinas. 

(2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD 
Pengelola Terminal diangkat dan diberhentikan oleh peja bat yang berwenang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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Paragraf2 
Ese lon 

Pa sal 8 

(1) Kepala UPTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
m erupakan ja batan struktura l eselon IV. a. 

(2) Kepa la Subbagian Ta ta Usah a sebagaim a n a dimaksud dalam Pasal 6 aya t (1) 
huruf b m erupakanja batan struktural eselon IV .b. 

BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasal9 

(1) Ke pala UPTO se ba gaimana dimaksud dalam Pa sal 6 ayat (1) h ruf a 
m m punyai tuga s pokok m elaksanakan koordina s i, pengend i dan 
pe gawasan seluruh kegiatan tugas da n fungsi UPTD Pengujian en daraan 
Berm otor dalam pen gawasan, pen gendalian, operasional dan pe layanan 
pen gujian kendaraan bermotor. 

(2) Da lam menyelenggarakan tugas pokok , Kepala UPTD se bagaimana d im aksud 
pa da ayat (1) m empunyai rincian tu gas meliputi : 
a. e laksanakan penyusunan rencana kerja UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor; 
b . e laksanakan koord ina si dan penga wa san kegiatan U enguJlan 

Kendaraan Bermotor; 
c. Melaksanakan pen gendalian dan pen gatu ran penguj ian kendaraan 

berm otor ; 
d. Melaksanakan pelayanan in formas i layanan pen guJlan endaraan 

bermo tor kepada masyara kat; 
e . Mela k sanakan pem a n ta u a n operasion a l kegia tan pelayanan pe nguJlan 

ken daraan bermotor ; 
f. Melaksanakan proses admin istrasi pen gesah a n ha si l uji ken daraan; 
g. Melaksana kan adminis trasi retribusi pen gujian kendaraan berm otor; 
h . Melaksanakan pene ta pan terhadap kondis i a mbang ba tas laik jalan 

kendaraan bermotor; 
I. Melaksanakan pen eta pan h a s il uji sesu ai den gan peratura n perundang­

undangan; 
J. Melaksanakan pen erbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhada p 

kendaraan bermotor yang lulus uji ; 
k . Melaksanakan pembinaan personil, pem eliha raan sa ra na da n prasarana 

serta pen gelola an keuangan di lingkungan UPTO Pen gujia n Kendaraan 
Bermotor; 

I. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTO Pe ngujian Kendaraan 
Bermotor ; 

m . Melaksanakan pen gelolaan keu angan UPTD Pengujian Kendaraan 
Bermotor ; 
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n. Melaksanakan pengaturan , penggunaan dan pem eliharaan saran a da n 
prasarana UPTO Pengujian Kendaraan Bermotor; 

o. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan 
belanja UPTO Pengujian Kendaraan Bermotor; 

p. Melaksanakan penyusunan ren cana usulan kebutuhan sarana dan 
prasarana UPTO Pengujian Kendaraan Bermotor; 

q. Melaksanakan koordinasi dan kerja sam a dengan unit kerja terka it; 
r. Melaksanakan evalu asi dan pelaporan hasil pelaksanaan tu gas UPTO 

Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 
s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Kedu a 
Subbagian Tata Usaha 

Pa sal 10 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) h uruf 
b m empu nyru tugas pokok melaksanakan pelayanan ad inistratif, 
m en goordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pen elolaan 
kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntans i dan laporan 
keu angan di lingkungan UPTO Pengujian Ken daraan Bermotor. 

(2) Oalam menyelen ggarakan tugas pokok , Subbagian Tata Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) m empunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusun an rencana kerja UPTO Penguj ia n Kendaraan 

Bermotor; 
b. Mela ksanakan pengelolaa n urusan rumah tangga dan peden kapan di 

lingkungan UPTO Pen guj ian Kendaraan Bermotor; 
c. Melaksanakan pengelolaan admin istrasi kepegawaian d i lingku n an UPTO 

Pengujian Kendaraan Bermotor ; 
d . Melaksanakan pengelolaan administrasi keu angan UPT Pengujian 

Kendara an Bermotor; 
e. Melaksanakan pengelolaan adrninistrasi u mum dan keta talaksanaan 

UPTO Pengujian Kendaraan Bermotor; 
f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan , kearsipan dan kepegawaian di 

lingkungan UPTO Penguj ian Kendaraan Bermotor; 
g. Melaksanakan pendokumentas ian tata n a skah dinas dan pengelolaan 

kearsipan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan 

dan belanja UPTO Pengujian Ken daraan Bermotor; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan ren cana usulan kebutuhan dan 

pem eliharaan sarana dan prasarana UPTO Pengujian Kendaraan 
Bermotor; 

J. Melaksanakan pencatatan da n penyimpanan a se t dan perJen gka pan UPTO 
Pengujian Kendaraan Bermotor; 

k. Melaksanakan pela poran h asil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTO; 
I. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTO 

Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 11 

(I) Kepala UPTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf a secara 
teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Oinas. 

(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTO Pengujian Kendaraan Bermotor baik 
teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala UPTO. 

(3) Oalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, 
pelaksana dan peja bat fungsional harus m enegakkan prinsip-prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal 
maupun horizontal. 

(4) Kepa la UPTO harus memberikan la poran ten tang pelaksanaan gasnya 
secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan. 

(S) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTO Pengujian Kendaraan Bermotor 
h arus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan ber tanggung ja ab kepada 
Kepala UPTO serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya . 

(6) Set iap laporan dari bawahan yang d iterima oleh Kepala UPTO, wajib diolah 
dan d ipergunakan sebagai bahan untuk m enyusun laporan lebih lanjut dan 
menyampaikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksu d pa d a ayat 
(4), aya t (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-un angan. 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 12 

(I) Pada UPTO Pen gujian Kendaraan Bermotor dapat diteta pkan jabatan 
fungsional tertentu seSUaI den gan keten tuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaba tan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB VIIl 
PEMBIAYAAN 

Pasa l 13 

Pembiayaan UPTO Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang 
sah dan tidak mengikat. 
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BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini , pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini . 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Pera turan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikrnalaya 
Nomor 126 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungs i Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan 
Bermotor pada Dinas Perhubungan dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati 1m dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ka b upaten 
Tasikma laya. 

Diundangkan di Singapama 

pada tanggal4 Oktober 202 1 

QSE~J:A IS DAERAH (il; cre W TASIKMALAYA, 

nlllU'''ruJ ZEN 

Ditetapkan di Singapa rna 

pada tanggal 4 Oktober 202 1 

BUPATI ~KMALAYA, 

BERlTA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMO~4 



LAMPURAN 

NOMOR 

TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

94 TAHUN 202 1 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS 
PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATlKA. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKN IS DA ERAH PENGUJ lAN KENDARAAN BERMOTOR 

PADA DINAS PERI-IU B UNGAN, KOMU NlKASI DAN INFORMATlKA 
KAB UPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA UPTD 

.w. ............ , I 

I 
SUBBAGlAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I 

l 
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